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Apapun yang engkau lakukan,
apapun yang engkau makan,
apapun yang engkau persembahkan  atau  berikan sebagai
sumbangan serta pertapaan dan
apapun yang engkau lakukan - lakukanlah kegiatan itu sebagi
persembahan kepada-KU, wahai putera Kunti
(Sloka 9.27 Bhagavat-Gita).
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KATA PENGANTAR
 Perkawinan beda agama yang dilakukan warga negara Indone-
sia tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Akibatnya warga negara Indonesia yang akan melakukan
perkawinan beda agama tidak dapat melangsungkan perkawinannya
di Indonesia. Urgensi perlindungan hukum perlu diberikan karena
perkawinan merupakan hak bagi setiap orang, tanpa kecuali perka-
winan beda agama; adanya kekosongan norma hukum berdampak
terjadi ketidakpastian hukum sehingga rasa keadilan menjadi tera-
baikan; sementara meningkatnya jumlah calon pasangan yang mela-
kukan perkawinan beda agama di masyarakat. Di samping itu tim-
bulnya beragam penafsiran terhadap perkawinan beda agama di
kalangan aparat penegak hukum (hakim), menyebabkan kebanyakan
hakim menolak memberikan penetapan perkawinan.
Perkawinan beda agama secara filosofis dibenarkan karena ber-
basiskan pada Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan
hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Sebagai
rancangan konsep perlindungan hukum dapat dikonstruksi sebagai
berikut: (a) Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilaku-
kan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita warga negara Indone-
sia yang memiliki agama berbeda; (b) Warga negara yang melakukan
perkawinan beda agama dapat mengajukan permohonan penetapan
perkawinan ke Pengadilan Negeri; (c) Bentuk pengakuan negara ter-
hadap perkawinan beda agama dengan mewajibkan Dinas Kantor
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Catatan Sipil mencatatkan perkawinan calon pasangan.
Adapun tujuan buku ini diterbitkan untuk memberikan wawasan
kepada para peneliti yang melakukan kajian sebagai bahan perban-
dingan dan para aparat penegak khususnya hakim untuk memberikan
ruang bagi calon pasangan yang mengajukan permohonan penetapan
pengadilan sehingga perkawinan mereka dapat dicatatkan dan status
anak calon pasangan.
Akhirnya saya berterima kasih kepada keluarga ayah (almarhum)
dan ibu saya, suami dan anak-anak atas dukungan dan doanya selama
ini. Buku ini sebelumnya adalah materi disertasi saya. Terima kasih
saya sampaikan kepada penerbit Pustaka Pelajar dan Prof Samsul
Wahidin atas bantuannya sampai terbitnya buku ini.
Saya berdoa semoga buku ini dapat memberikan manfaat khusus-
nya bagi calon pasangan yang melakukan perkawinan beda agama
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